BAB VI
PENUTUP
1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan BPD dalam
menyelenggarakan pemerintah desa di Desan Haitumuk Kecamatan Weliman
Kabupaten Malaka, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

BPD berperan sebagai segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan atas fungsi
dan wewenang BPD itu sendiri. Fungsi BPD adalah menetapkan peraturan Kepala
Desa bersama Kepala Desa, serta menampung segala aspirasi masyarakat.
Sedangkan wewenang dari BPD sendiri adalah membahas rancangan peraturan desa
bersama Kepala Desa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
desa dan peraturan Kepala Desa. Serta mengusulkan perangkatan dan pemberentian
Kepala Desa dan juga membentuk panitia pemelihan Kepala Desa. UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, bahwa posisi BPD sebagai unsur penyelenggara
pemerintah desa menjadi lembaga desa, di lembaga desa juga fungsi dan kedudukan
BPD semakin jelas yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk
menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintah desa.®’

Peran BPD di Desa Haitimuk sejauh ini belum berjalan dengan bagus
dikarenakan masih kurangnya komunikasi antara BPD dan masyarakat setempat dan

juga masih kurang adanya pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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2. Saran

setelah menarik kesimpulan melalui penelitian, penulis memiliki saran dalam
pengawasan BPD dalam meyelenggarakan pemerintah desa di Desa Haitimuk
Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka, membuka ruang agar BPD lebih terlibat lagi

dalam pengawasan pemerintah desa sesuai dengan yang telah diamanatkan.
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Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72.
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Permendagri Nomor 20 Pasal 31 Tahun 2018 Tentang Penglolaan Keuangan Desa.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional.
Undang-undang Nomor 6 Pasal 27 Huruf C Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 1,2 tentang Desa
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